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ABSTRAK : - Bahwa ketentuan mengenai penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik 
atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan 
pita cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 
tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang 
Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 93/PMK.04/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha 
Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara 
Pelekatan Pita Cukai. Untuk lebih memberikan kepastian hukum dan meningkatkan 
pelayanan di bidang cukai, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7A ayat (9) 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang 
Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai. 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

   Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 
3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 7 Tahun 2021 (LN 
Tahun 2021 No. 246, TLN No. 6736), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN 
No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031). 

  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

   Penundaan Pembayaran Cukai yang selanjutnya disebut Penundaan adalah 
kemudahan pembayaran dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai 
bunga. Penundaan dapat diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir yang 
melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan Pita Cukai. Penundaan diberikan 
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pemesanan Pita Cukai, untuk 
Pengusaha Pabrik; 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemesanan Pita Cukai, untuk 
Importir; atau 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pemesanan Pita Cukai 
untuk Pengusaha Pabrik yang: berada di dalam sentra atau kawasan tempat 
pemusatan kegiatan industri barang kena cukai sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai sentra industri barang kena cukai atau 
kawasan industri barang kena cukai; atau telah mengekspor barang kena cukai yang 
jumlahnya lebih besar dari jumlah barang kena cukai yang dijual di dalam negeri 
selama 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Pengusaha Pabrik atau 
Importir dapat diberikan Penundaan dengan persyaratan tidak sedang mempunyai 
tunggakan utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau 
bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan 
Pengangsuran; selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir tidak mendapatkan 
Surat Teguran; dan memiliki konfirmasi status wajib pajak dengan status valid. Untuk 
mendapatkan Penundaan, Pengusaha Pabrik atau Importir harus mengajukan 
permohonan pemberian Penundaan dilengkapi dengan perhitungan Pagu Penundaan 
kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan menggunakan contoh format 



sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan huruf B yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.   

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau 
Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita 
Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 650) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
93/PMK.04/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau 
Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita 
Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 798), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 

diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 11 April 2022 dan diundangkan pada 
tanggal 18 April 2022. 

  - Lampiran: halaman 27-65. 

 


